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BAB III
OBJEK PENELITIAN

1. 
2. 
2.1. Sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.1.1. Sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Cirebon
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon adalah sebuah instansi Pembina Kearsipan dan Perpustakaan di daerah ini. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 pada 16 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut keluar menindak lanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Keberadaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon tidak dapat dilepaskan dari Lembaga Kearsipan dan Lembaga Perpustakaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, lembaga ini akibat menjadi satu disatukan merupakan lembaga dua yang diatas dan Peraturan tersebut Daerah dikeluarkannya Peraturan yang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.
Lembaga Kearsipan diawali dengan berdirinya Kantor Arsip Daerah. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 1994 yang merupakan Pengembangan dari Subbag Umum Setwilda Cirebon. Kedudukannya merupakan unit pelaksana pemerintah daerah di bidang kearsipan yang tugas pokoknya membina kearsipan di semua unit kerja, dinas, badan, lembaga pemerintah serta mengumpulkan dan mengelola arsip.
Sesuai perkembangan otonomi daerah dengan terbitnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan maka melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001, kantor kearsipan Daerah Kabupaten Cirebon ditingkatkan status serta merubah nomenklaturnya menjadi Kantor Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon.
Dengan semakin meningkatnya proses administrasi pemerintah yang mengakibatkan peningkatan volume, arsip serta meningkatnya peran kantor arsip dalam menata administrasi pemerintah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2004 tentang pembentukan Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2004, yang kemudian di ubah kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
Pada tahun 1980 seorang dermawan pemerhati perpustakaan yaitu bapak Drs. H. Sukarso telah membangun gedung perpustakaan sederhana disebelah balai desa Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan diberi nama TPMB (Taman Perpustakaan Masyarakat Tipe B). Kemudian pada tahun 1986 status Perpustakaan tersebut berubah menjadi UPTD Perpustakaan Kabupaten Cirebon di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon.
Selanjutnya Perpustakaan mengalami banyak perubahan status, yaitu pada tahun 1994 dikukuhkan kembali kelembagaan Perpustakaan UPTLD. Kemudian tahun 2000, status lembaga berubah lagi menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Cirebon dengan berkantor di gedung KORPRI Jalan Rd. Dewi Sartika Sumber Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2001, status kelembagaan berubah menjadi UPT Perpustakaan Daerah pada Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Khususnya di Kabupaten Cirebon, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 tahun 2008 Seri DS Pasal 14 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejak 17 Desember 2008 resmi telah terbentuk Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon. Seiring dengan perkembangan zaman, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon mengalami banyak perubahan besar baik dalam segi tata ruang, pelayanan, fasilitas dan sistem layanan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 pada 16 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon digabung dengan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. H. SURKIYAH, S.Sos., MM, yang tadinya Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dilantik Bupati Cirebon menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon pada 30 Desember 2016, bersamaan dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Kabupaten Cirebon.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon saat ini mempunyai dua tempat pelaksanaan kegiatan adminitrasi perkantoran yaitu di J1. Sunan Kalijaga No I Sumber, untuk pelayanan perpustakaan di JI. Sunan Drajat No. 20 Sumber.

1.2 Visi Dan Misi
1. 
1.1. 
1.2. 
1.2.1. Visi
Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon mempunyai visi :
“TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP DAN BUDAYA MEMBACA MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG TERTIB, CERDAS, ADIL DAN SEJAHTERA”
1.2.2. 
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. Misi
Misi merupakan penjabaran dari visi yang menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian Visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :
1. Meningkatkan Mutu Pengelolaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan
2. Meningkatkan Perlindungan Kearsipan dan Perpustakaan
3. Meningkatkan Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
4. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Kearsipan dan Perpusakaan
5. Meningkatkan Pengembangan Sistem Kearsipan dan Perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi

4. 
4.1. 
4.2. 
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
1.3.1 Kedudukan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon sebagai unit pelaksana daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam sehari -hari secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kearsipan dan perpustakaan.
1.3.2 Tugas Pokok
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 33 seri D.32) :
· Tugas Pokok:
Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.
1.3.3 Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan.
5. Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan.

1.4 Keadaan Pegawai
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh pegawai yang terdiri dari pegawai struktural dan fungsional. Keadaan pegawai tersebut tertulis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai arsip di kepegawaian, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Data Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022

	
No.
	
Nama/NIP
	Pangkat/
Golongan
	
Jabatan

	1.
	H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
19681022 198803 1 001
	Pembina Utama Muda, IV/c
	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

	2.
	KASINAH, S.Sos.
19710830 199703 1 009
	Pembina Tk.I, IV/b
	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaaan

	3.
	Dra. Hj. KARTIKASARI, M.Si.
19670221 199303 2 005
	Pembina, IV/a
	Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip

	4.
	Hj. R. KANIA AGUSTINA, SKM.
19650801 198903 2 005

	Pembina, IV/a
	Kepala Bidang Perpustakaan

	5.
	H. SUNARTO, ATD. M.Si.
19681018 199203 1 005
	Pembina, IV/a
	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

	6.
	EDI SUKAMTO, S.IP.
19751030 200701 1 005
	Penata, III/c
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

	7.
	YANI MULYANINGSIH, S SOS.
19740329 199901 2 001
	Pembina Tk.I, IV/b
	Arsiparis Ahli Madya

	8.
	Drs. MAHMUD
19660129 199202 1 001
	Pembina, IV/a
	Arsiparis Ahli Madya

	9.
	Drs. SUKIMAN
19630131 198503 1 005
	Pembina, IV/a
	Arsiparis Ahli Madya

	10.
	IMAM SOBIRIN, SH.
19650808 199203 1 012
	Pembina, IV/a
	Pustakawan Madya

	11.
	NANA SEDIANA, S.Sos. M.Si.
19680217 199703 1 005
	Pembina, IV/a
	Arsiparis Ahli Muda

	12.
	ATI ANDRIATI, SE, M.Si.
19720815 199803 2 006
	Pembina, IV/a
	Pustakawan Madya

	13.
	Drs. BUDHI PRIADHI
19620710 199703 1 001
	Pembina, IV/a
	Pustakawan Madya

	14.
	YOGI SUKMA GUMELAR, S.AP, M.Si.
19821025 200501 1 005
	Pembina, IV/a
	Arsiparis Ahli Muda

	15.
	SUKANAN, S.AP.
19650307 198603 1 008
	Penata Tk.I, III/d
	Pustakawan Ahli Muda

	16.
	H. HARCAN, S.Sos.
19671114 199803 1 003
	Penata Tk.I, III/d
	Pustakawan Ahli Muda

	17.
	IPTITAH, S.Sos.
19660925 198602 2 002
	Penata Tk.I, III/d
	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

	18.
	Hj. MARSITI WAHYUNI, S.Sos.
19690116 199403 2 005
	Penata Tk.I, III/d
	Pustakawan Muda

	19.
	MAIL, S.Sos.
19680628 199003 1 008
	Penata Tk.I, III/d
	Arsiparis Ahli Muda

	20.
	SITI ASIYAH, S.AP.
19650725 199203 2 006
	Penata Tk.I, III/d
	Pustakawan Ahli Muda

	21.
	TITIK KUSPRAPTI, SE.
19680807 199303 2 007
	Penata Tk.I, III/d
	Arsiparis Ahli Muda

	22.
	TIAR ANDHINI, S.Sos.
19800322 201101 2 001
	Penata Tk.I, III/d
	Pustakawan Muda

	23.
	SRI ROHENI, S.HI.
19830622 201101 2 003
	Penata Tk.I, III/d
	Arsiparis Ahli Muda

	24.
	ANDRI KUSUMA, S.E.
19780504 201001 1 007
	Penata, III/c
	Arsiparis Ahli Muda/Muda

	25.
	FEBRINA AULIA RAHMI, SIP.
19850201 201101 2 003
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Perencana Ahli Muda

	26.
	ANI NURLAENI
19670401 199803 2 005
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Pengelola Keuangan

	27.
	TATI LESTIAWATI
19650623 199803 2 002
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan

	28.
	AKHMAD JAELANI, SE.
19710214 200901 1 001
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Arsiparis Ahli Pertama

	29.
	AKHMAD AZHARI, A.Md.
19781201 201101 1 002
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan

	30.
	DADAN HIKMAYA, S.H.
19770707 200801 1 012
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Arsiparis Ahli Pertama

	31.
	HARY AJI WIBOWO, SE.
19780728 200801 1 004
	Penata Muda Tk.I, III/b
	Arsiparis Ahli Pertama

	32.
	ANANTO SETIAJI, S.Sos.
19830826 201001 1 008
	Penata Muda, III/a
	Pustakawan Pertama

	33.
	NANA FARLINA, SE.
19740226 200901 1 001
	Penata Muda, III/a
	Pustakawan Ahli Pertama

	34.
	MUHAMAD ARIEF ATAMMUDDIN, A.Md.
19840322 201101 1 001
	Penata Muda, III/a
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan

	35.
	IRWAN IRWANTO, A.Md.
19870106 201001 1 001
	Penata Muda, III/a
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan

	36.
	MUHARAM BUDI SETIAWAN
19811030 200901 1 002
	Pengatur Tk.I, II/d
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

	37.
	ACHMAD MUKYIDIN
19770613 200901 1 001
	Pengatur Tk.I, II/d
	Bendahara

	38.
	RIYANTO GUNAWAN
19690723 200901 1 001
	Pengatur, II/c
	Pustakawan Pelaksana / Terampil

	39.
	CHANDRA PRATIWI, A.Md.A.B.
19990505 202203 2 001
	Pengatur, II/c
	Pelaksana/Terampil – Pustakawan

	40.
	NURHADI SETIAWAN, A.Md.
19870624 202203 1 001
	Pengatur, II/c
	Pengelola Pustaka Elektronik 

	41.
	RUSDI
19760701 200701 1 009
	Pengatur Muda, II/a
	Pengelola Keuangan


Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Berdasarkan tabel tersebut, bahwa jumlah seluruh pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 41 Pegawai dengan tugas dan wewenang masing-masing.








Tabel 3.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	1.
	Laki-laki
	28 Pegawai

	2.
	Perempuan
	13 Pegawai

	
	Jumlah
	41 Pegawai


Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Dalam Dinas Keasrsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin berdasarkan tabel tersebut terdiri dari, pegawai Laki-laki sebanyak 28 pegawai dan pegawai Perempuan sebanyak 13 Pegawai.

Tabel 3.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Fungsional

	No.
	Fungsional
	Jumlah

	1.
	Struktural
	20 Pegawai

	2.
	Pustakawan
	10 Pegawai

	3.
	Arsiparis
	11 Pegawai

	
	Jumlah
	41 Pegawai


Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Berdasarkan hasil tabel tersebut menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan Fungsional, yaitu terdiri dari 20 Pegawai Struktural, 10 Pegawai Pustakawan dan 11 Pegawai Arsiparis.


Tabel 3.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	No.
	Pendidikan
	Jumlah

	1.
	S3
	-

	2.
	S2
	6 Pegawai

	3.
	S1
	24 Pegawai

	4.
	D.III
	5 Pegawai

	5.
	SLTA
	6 Pegawai

	6.
	SLTP
	-

	7.
	SD
	-

	
	Jumlah
	41 Pegawai


Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 pegawai, S1 sebanyak 24 pegawai, D.III sebanyak 5 pegawai dan SLTA sebanyak 6 pegawai. 

1.5 Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon ditunjang dengan berbagai fasilitas untuk mempermudah dan mengoptimalkan kinerja. Fasilitas tersebut menjadi sarana dan prasarana pendukung dalam melengkapi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.
Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu Gedung Kantor kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Gedung Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah, peralatan kantor, inventaris kantor sebagai modal kerja atau pendukung kerja Pegawai dan sarana pendukung kantor lainnya.
2. Pendanaan yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon didukung oleh Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.
Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana

	No.
	Nama Barang
	Jumlah

	1.
	Tanah Pembangunan Kantor Pemerintah
	2

	2.
	Mini Bus
	3

	3.
	Mobil Pick Up
	1

	4.
	Sepeda Motor
	3

	5.
	Mesin ketik manual standar
	8

	6.
	Mesin Kalkulator
	10

	7.
	Mesin Fotokopi
	1

	8.
	Lemari Besi
	20

	9.
	Rak Besi/Metal
	10

	10.
	Filling Besi/Metal
	5

	11.
	Lemari Kaca
	6

	12.
	Alat Penghancur Kertas
	2

	13.
	Mesin Absensi
	1

	14.
	Alat Kantor lain lain
	1

	15.
	Lemari kayu
	5

	16.
	Kursi kayu
	11

	17.
	Meja Rapat
	16

	18.
	Meja Tulis
	4

	19.
	Kursi Rapat
	65

	20.
	Kursi Putar
	6

	21.
	Bangku Sekolah
	1

	22.
	Kursi Lipat
	10

	23.
	Meja ½ Biro
	1

	24.
	Sofa
	3

	25.
	Jam elektronik
	1

	26.
	Ac Split
	24

	27.
	Alat Pendingin lain lain
	1

	28.
	Televisi
	3

	29.
	Sound Sistem
	1

	30.
	Tangga Almunium
	2

	31.
	Dispenser
	2

	32.
	Handycam
	2

	33.
	Alat Rumah Tangga lainnya
	3

	34.
	Alat Pemadam Portable
	22

	35.
	Alat Detektor Kebakaran
	34

	36.
	Mainframe
	2

	37.
	Laptop 
	1

	38.
	Notebook
	1

	39.
	Personil Komputer lain lain
	12

	40.
	Printer
	12

	41.
	Monitor
	3

	42.
	Scanner
	7

	43.
	External
	3

	44.
	Peralatan peronal komputer lainnya
	9

	45.
	Uvs
	11

	46.
	Modem
	2

	47.
	Peralatan jaringa lainnya
	14

	48.
	Meja Pejabat eleson II
	1

	49.
	Meja Pegawai Non Struktural
	5

	50.
	Meja kerja pejabat lainnya
	6


1.3. 
1.4. 
1.5. 
Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022
	Berdasarkan tabbel tersebut, keadaan inventaris barang yang terdapat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon secara umum sudah baik.

1.6. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi
1.6 
1.6.1 Uraian Tugas
Susunan Organisasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai berikut:
1) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon membawahkan:
2) Sekretaris, membawahi:
a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4) Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi:
a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
5) Bidang Perlindungan Penyelamatan Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, membawahi:
1. Seksi Perlindungan dan  Penyelamatan Arsip
2. Seksi Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
6) Bidang Perpustakaan, membawahi:
a. Seksi Pengembangan, Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian
b. Seksi Layanan Otomasi dan Kerja sama Perpustakaan
c. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Organisasi Perangkat Dacrah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon membentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Fungi Kepala Dinas :
1) Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2) Perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3) Pengelolaan arsip;
4) Perlindungan dan penyelamatan arsip;
5) Perizinan penggunaan arsip;
6) Pembinaan perpustakaan;
7) Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
8) Pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat
Sekretariat  mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
Fungi Sekretariat:
1) Perumusan bahan perencanaan pada sekretariat dinas.
2) Pengoordinasian dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan
3) Pengendalian pelaksanaan uru san perlengkapan dan kerumahtanggaan;
4) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
5) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
6) Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
7) Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
8) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
9) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10) Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
11) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Yang berkaitan dengan tugas dan fungsinva.
Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Seketariat Dinas, terdiri dari:
A. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/asset Dinas.
Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
c) Melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
e) Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
f) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milk daerah;
g) Melaksanakan penatausahaan barang milk daerah;
h) Melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
B. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
d) Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
e) Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
f) Melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko seta pelaporan pengendalian risiko;
g)  Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
h) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungi :
1) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
3) Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional; 
5) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
6) Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
7) Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan seta penggandaan;
8) Pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
9) Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan seta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
10) Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
11) Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
12) Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Seketaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Pengelolaan Arsip
Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
Bidang Pengelolaan Arsip, mempunyai fungsi:
1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Arsip;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip;
3) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan arsip dinamis;
4) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan arsip statis;
5) Pelayanan informasi publik di daerah bidang pengelolaan arsip;
6) Pengolahan data analisis bidang pengelolaan arsip;
7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Arsip; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri dari :
A. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis
Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip dinamis;
c) Melaksanakan penghimpunan data informasi kearsipan dari unit pengolah untuk menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
d) Melaksanakan penyediaan dan mengolah arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
e) Melaksanakan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
f) Melaksanakan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
g) Melaksanakan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan daerah;
h) Melaksanakan perencanaan pengawasan dan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis;
i) Melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasikemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis;
j) Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis;
k) Melaksanakan perencanaan, bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, masyarakat, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis;
l) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, masyarakat desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis.;
m) Melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, masyarakat dan desa/ kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sejenis; dan
n) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
B. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Statis
Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip statis;
c) Melaksanakan penelusuran arsip statis;
d) Melaksanakan akuisisi arsip statis perangkat daerah, desa,
e) Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
f) Melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip
dan daftar arsip;
g) Melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;
h) Melaksanakan pemusnahan arsip;
i) Melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis;
j) Melaksanakan penerimaan fisik arsip dan daftar arsip;
k) Melaksanakan penataan informasi arsip statis;
l) Melaksanakan penataan fisik arsip statis;
m) Melaksanakan penyusunan guide, daftar, dan inventaris arsip statis;
n) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis;
o) Melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis;
p) Melaksanakan fumigasi dan termite kontrol arsip;
q) Melaksanakan pameran arsip statis;
r) Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi terkait jaringan informasi kearsipan;
s) Melaksanakan penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan
t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan, penyelamatan, autentifikasi dan perizinan penggunaan arsip.
Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, mempunyai fungsi:
1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, penyelamatan, autentifikasi dan perizinan penggunaan arsip;
3) Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
4) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten;
5) Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan;
6) Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten;
7) Pencarian arsip statis kabupaten yang dinyatakan hilang;
8) Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten;
9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pengelompokan substansi tuhas dan fungsi pada Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, terdiri dari:
A. Kelompok Substasni Perlindungan dan  Penyelamatan Arsip
Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
c) Melaksanakan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
d) Melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
e) Melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten;
f) Melaksanakan penyelamatan dan identifikasi arsip akibat bencana;
g) Melaksanakan perlindungan, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana;
h) Melaksanakan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan/ pembubaran perangkat daerah;
i) Melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip pemekaran daerah kecamatan;
j) Melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip pemekaran desa/ kelurahan; dan
k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
B. Kelompok Substansi Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
Sub Koordinator Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, terdiri
dari
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang autentifikasi dan perizinan penggunaan arsip;
c) Melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
d) Melaksanakan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
e) Melaksanakan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang;
f) Melaksanakan evaluasi dan penetapan hasil alih media  dinyatakan hilang;
g) Melaksanakan penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip;
h) Melaksanakan penyediaan daftar dan menetapkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
i) Melaksanakan penghimpunan data informasi kearsipan yang dapat dipublikasikan;
j) Melaksanakan penyimpanan data informasi kearsipan kedalam sistem informasi kearsipan;
k) Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
l) Melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
m) Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
n) Melaksanakan pelayanan arsip dinamis, layanan arsip statis, penyajian informasi; dan
o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Bidang Perpustakaan
Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan.
Bidang Perpustakaan, mempunyai fungsi:
1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perpustakaan;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
3) Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan;
4) Pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan;
5) Pelaksanaan pengumpulan naskah kuno dan koleksi daerah;
6) Pelaksanaan alih media;
7) Pelaksanaan konservasi/pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno;
8) Pelaksanaan perbaikan dan perawatan bahan perpustakaan;
9) Pelaksanaan layanan perpustakaan;
10) Pelaksanaan otomasi perpustakaan;
11) Pelaksanaan kerja sama perpustakaan;
12) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
13) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
14) Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;
15) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan; dan
16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pengelompokan substansi tugas dan fungi pada Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
A. Kelompok Substansi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Pelestarian.
Sub Koordinator Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Pelestarian, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koleksi, pengolahan, dan pelestarian;
c) Melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
d) Melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
e) Melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
f) Melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;
g) Melaksanakan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
h) Melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
i) Melaksanakan penyusunan literatur sekunder
j) Melaksanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) yang mencakup kegiatan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content);
k) Melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital melalui kegiatan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
l) Melaksanakan penempelan identitas pada kotak mikrofilm/digital;
m) Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
n) Melaksanakan survei kondisi bahan perpustakaan dalam proses pelestarian bahan pustaka;
o) Melaksanakan pelestarian fisik bahan perpustakaan melalui fumigasi, pelaksanaan kontrol kondisi rang penyimpanan, pembersihan debu, noda, dan selotape;
p) Melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
q) Melaksanakan penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
r) Melaksanakan pembuatan folder, pamflet binding, cover, map dan portepel; dan
s) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
B. Kelompok Substansi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan
Sub Koordinator Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan;
c) Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
d) Melaksanakan penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
e) Melaksanakan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
f) Melaksanakan penyusunan statistik perpustakaan;
g) Melaksanakan bimbingan pemustaka;
h) Melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding);
i) Melaksanakan promosi layanan; 
j) Melaksanakan penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
k) Melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;
l) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
m) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
n) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan website;
o) Melaksanakan inisiasi kerja sama perpustakaan;
p) Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
q) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan; dan
r) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
C. Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
Sub Koordinator Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari:
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
c) Melaksanakan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
d) Melaksanakan pendataan perpustakaan;
e) Melaksanakan pengoordinasian pengembangan perpustakaan;
f) Melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan;
g) Melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;
h) Melaksanakan penilaian angka kredit pustakawan;
i) Melaksanakan pengoordinasian pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
j) Melaksanakanpemasyarakatan/ sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
k) Melaksanakan pemasyarakatan/ sosialisasi dan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
l) Melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat;
m)  Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;
n) Melaksanakan pengoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca; dan
o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2 Struktur Organisasi
Kepala Dinas

Seketariat Dinas


Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jabatan Fungsional


Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Bidang Perpustakaan
Seksi Pengelolaan 
Arsip Dinamis

Seksi Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
Seksi Pengelolaan 
Arsip Statis

Bidang Pengelolaan Arsip
Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan
Seksi Pengembangan, Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian


Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

1.6.3 Gambaran Umum Penyusutan Arsip yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA.  Penyusutan arsip meliputi kegiatan:
1. Pemindahan arsip inaktif dani unit pengolah ke unit kearsipan;
Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penyeleksian arsip inaktif;
b. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan
c. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan.

2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pembentukan panitia penilai arsip;
b. penyeleksian arsip;
c. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip;
d. penilaian oleh panitia penilai arsip;
e. mendapat persetujuan tertulis dani Bupati bagi arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
f. mendapat persetujuan tertulis dani Kepala ANRI bagi arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 
g. penetapan arsip yang akan dimusnahkan;dan 
h. pelaksanaan pemusnahan.
Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip:
· tidak memiliki nilai guna;
· telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
· tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
· tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

3. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah.
Prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut:
a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis atau pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip di unit kearsipan;
b. penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah;
c. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan daerah disertai dengan pernyataan dani pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
d. verifikasi oleh lembaga kearsipan daerah;
e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh Bupati;
f. pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan daerah dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.
Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah dilakukan terhadap arsip yang:
· memiliki nilai guna kesejarahan;
· telah habis retensinya; dan/atau
· berketerangan dipermanenkan sesuai JRA.
Berdasarkan hal tersebut, bahwasannya penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon sudah menerapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai pedoman penyusutan arsip. Hal ini berfungsi untuk menentukan jenis dokumen,  dan jangka waktu sehingga dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan dalam proses pemusnahan/penyusutan arsip nantinya. Namun dalam pelaksanaan penyusutan arsip belum sepenuhnya optimal dikarenakan tidak semua unit kerja melakukan penyusutan arsip berdasarkan JRA sebagai acuan penyusutan arsip.
Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus pegawai kearsipan yang memiliki latar belakang ilmu kearsipan menjadi kendala lambatnya implementasi Penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustkaan Kabupaten  Cirebon,  dan pengelolaan arsip lainnya secara menyeluruh. Akibatnya timbul permasalahan seperti, menghabiskan banyak ruang penyimpanan karena volume arsip yang besar, serta proses penemuan kembali arsip yang sulit dan tidak cepat.
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